BAB |
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan sub kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja
tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan
kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan mengacu pada Renstra Perangkat
Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 merupakan
dokumen rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota
Singkawang tahun 2023-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus
memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik dan ekonomi serta menjadikan
hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga di dalam rencana kerja yang
berisikan program dan kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pendapatan
daerah sebagai wujud dari kinerja Perangkat daerah pada tahun 2024.

Penyusunan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dilaksanakan
melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi Renja
tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian Target Program kegiatan, analisis Kinerja
pelayanan Perangat Daerah, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024
berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku antara lain:



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

Undang —Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah kedua dengan Undang —Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran
Republik Indonesia 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia 5587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Republik Indonesia
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
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1.3

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 — 2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023;

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kota Singkawang.

MAKSUD DAN TUJUAN

disusun untuk menjadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat

Kota Singkawang dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan

Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam menciptakan kesepakatan dan

komitmen Bersama.



Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

a. Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu satu
tahun;

b. Memberikan dasar penilaian Kkinerja penyelenggaraan tugas Badan

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang
tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD
yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau
peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan rencana
kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap
bab dalam Renja PD.
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, analisis
Kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,
review terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.
BAB 111 TUJUAN DAN SASARAN PD

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tugas pokok
dan fungsi PD, tujuan dan sasaran Renja PD.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan rencana kerja kegiatan secara eksplisit yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja PD) dan
capaian kinerja yang direncanakan Renstra PD.
BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian mengenai
pelaksanaan kinerja Renja tersebut dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan
masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja tersebut.
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EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui
sampai sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan
kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu
menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang
direncanakan, berupa indikator dengan target Kinerja sebagai instrumen
penilaian.

Berdasarkan hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas
adalah program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah evaluasi pelaksanaan renja tahun
2023 dan capaian kinerja renstra sampai dengan triwulan | tahun 2023 yang
menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sampai dengan
triwulan | tahun 2023 melaksanakan 4 (Empat) Program yang terinci dalam
9 (sembilan) kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota
Singkawang tahun 2023 dan capaian Renstra sampai dengan triwulan I
tahun 2023 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Triwulan | Tahun 2023

Kota Singkawang

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Target isasi Kinerj
Kingrja Target d:ggii?;g::s_?zlhlsr:nfgi F(’rzog)r am dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
Capaian Realisasi Target Target program berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil dan kegiatan .
Kode Pemerintahan Daerah Dan Program (outcomes)/ (Renstra Program dan o . . (Renja Perangkat o . Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Kegiatan Target renja perangkat Realisasi Renja Tingkat Daerah tahun Realisasi Capaian Program capaian
Daerah) s/d dengan tahun n-3 daerah tahun 2022 Perangkat Daerah Realisasi 2024) dan Kegiatan s/d tahun realisasi
Tahun 2023- tahun 2022 (%) berjalan (2024 tw 1) target
2026) renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Penunjang Urusan
5.02.01. Pemerintahan Daerah Predikat Nilai Sakip 100%
Kabupaten/Kota
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan dan
i i i 0, 0,
5.02.01.2.01. Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja yang 100% 100%
Daerah :
disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen
5.02.01.2.01.01. Y Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,0
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
5.02.01.2.01.02. Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil
5.02.01.2.01.03. Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 0
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
502.01.2.01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD_ dan_ Laporan Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 100
SKPD Koorsinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen
5.02.01.2.01.05. Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Perubahan DPA-SKPD

dan Laporan Hasil




Koorsinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil

5.02.01.2.01.06. Laporan Capaian Kinerja dan Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2 Laporan 1 50
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
S Jumlah Laporan Evaluasi
5.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1 50
5.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Persentase Dokumen 100% 100%
Perangkat Daerah Keuangan yang disusun
. . . Jumlah Orang yang
5.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Menerima Gaji dan 40 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 41,6
ASN . Orang/bulan
Tunjangan ASN
. . . Jumlah Dokumen Hasil
5.02.01.2.02.02. Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 41,6
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan g’uerr?al\ta:usDa?\z;nmfjgn
5.02.01.2.02.03. Pengujian/Verifikasi Keuangan - e 12 Dokumen 12 Dokumen 5 41,6
SKPD Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan
5.02.01.2.02.04. Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi 1 Dokumen 1 Dokumen
SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penyusunan g&%ag%z&'?_l;hg;:w;s"
5.02.01.2.02.05. Laporan Keuangan Akhir Tahun Jgan Lap 1 Laporan 1 Laporan
Koordinasi Penyusunan
SKPD .
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan
5.02.01.2.02.06. Pengelolaan dan P_enylapan Bahan Tangg_apan Pem_erlksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1 50
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
- Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan .
5.02.01.2.02.07. Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 Laporan 2 Laporan 1 55,5

Triwulanan/ Semesteran SKPD

SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan




Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD

Administrasi Barang Milik

Cakupan Administrasi

0, 0,
5.02.01.2.03. Daerah pada Perangkat Daerah Aset yang dilaksanakan 100% 100%
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana
5.02.01.2.03.01 Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik 2 Dokumen 2 Dokumen
SKPD Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Koordinasi dan Penilaian Barang Daerah dan Hasil
5.02.01.2.03.03 Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian 1 Laporan 1 Laporan
Braang Milik Dearah
SKPD
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Rekonsiliasi dan
5.02.01.2.03.05 Laporan Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan 1 Laporan 1 Laporan
SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD
- Jumlah Laporan
5.02.01.2.03.06 gfgsgusahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang 1 Laporan
Milik Daerah pada SKPD
Cakupan Administrasi
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Perangkat o o
5.02.01.2.05. Perangkat Daerah Daerah yang 100% 100%
dilaksanakan
. . Jumlah Paket Pakaian
5.02.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas beseri2 | Dinas beserta Atribut 60 Paket 60 Paket
gkapanny Kelengkapan
Jumlah Dokumen
502.01.2.05.03. Pend._at.?an dgn Pengolah_an Pendataan dan o ) 12 Dokumen 12 Dokumen 416
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
502.01.2.05.05. Monitoring, Eva}luasu dan Penilaian Monitoring, Evgluash dan 12 Dokumen 2 Dokumen 416
Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja
Pegawai
Jumlah Orang yang
A . . Mengikuti Bimbingan
5.02.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Teknis Implementasi 60 Orang 60 Orang

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-
Undangan




Administrasi Umum Perangkat

Cakupan Administrasi

0, 0,
5.02.01.2.06. Daerah Umum yang disediakan 100% 100%
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
5.02.01.2.06.01. Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan 1 Paket 1 Paket 41,6
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan
5.02.01.2.06.02. Y dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 3 Paket
Perlengkapan Kantor S
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan
5.02.01.2.06.03. Rumah Tangga yang 4 Paket 4 Paket
Tangga o
Disediakan
Jumlah Paket Bahan
5.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 1 Paket 41,6
Disediakan
. Jumlah Paket Barang
5.02.01.2.06.05. Ezgyegka;:ar?arang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 1 Paket 41,6
99 yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan
5.02.01.2.06.06. peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan 1 Dokumen 1 Dokumen
yang Disediakan
. . Jumlah Laporan Fasilitasi
5.02.01.2.06.08. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat
5.02.01.2.06.09. dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan 12 Laporan 12 Laporan 41,6
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Cakupan Pengadaan
5.02.01.2.07. Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah 100% 100%
Daerah yang diadakan
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Perorangan Dinas atau B
5.02.01.2.07.02. Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Kendaraan
Penggadaan kendaraan Dinas Dinas Operasional atau . .
5.02.01.2.07.02. Operasional atau lapangan Lapangan yang 1 Unit 1 Unit
Disediakan
5.02.01.2.07.05. Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit

Disediakan
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Pengadaan Peralatan dan Mesin

Jumlah Unit Peralatan dan

5.02.01.2.07.06. lai Mesin Lainnya yang 25 Unit 7 Unit 7 100
ainnya A
Disediakan
Cakupan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan
5.02.01.2.08. Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 100% 100%
yang disediakan
Jumlah Laporan
5.02.01.2.08.01. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 12 Laporan 5 41,6
Menyurat
Jumlah Laporan
. - Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08.01. Penyediaan Jasa_ Komun.|ka_5|, Komunikasi, Sumber 12 Laporan 12 Laporan 5 41,6
Sumber Daya Air dan Listrik . A
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan jasa pelayanan Umum Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08.04. Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 12 Laporan 5 41,6
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Feelgf]enmt:ze gnfpgkﬁing
5.02.01.2.09. Daerah Penunjang Urusan nenyamp 100% 100%
h Pemeliharaan Barang
Pemerintahan Daerah o
Milik Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah Kendqraan
biaya pemeliharaan dan pajak ’ Perorangan Dinas atau
5.02.01.2.09.01. ken%arpaan erorangan di?wfs atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit 2 Unit 1 41,6
kendaraan ginas 'agatan yang Dipelihara dan
J dibayarkan Pajaknya
. . Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, o ional
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perasional atau Lo . .
5.02.01.2.09.02. Perizinan Kendaraaﬁ Dinas Lapangan yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 15 41,6
: dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan L.
Perizinannya
5.02.01.2.09.05. Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 30 Unit
Dipelihara
. . Jumlah Peralatan dan
5.02.01.2.09.06. Pemellharaan Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 1 Unit 1 Unit 1 41,6
Lainnya A
Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor
5.02.01.2.09.09. Pemellharaan/RehablI|t§\SI Gedung dan Bangunan Lainnya 1 Unit 1 Unit
kantor dan bangunan lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase PAD
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan terhadap Pendapatan 21,6 % 100%

Daerah

Daerah

11




Kegiatan Pengelolaan

Persentase Capaian

0, 0,
5.02.04.2.01. Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 100% 100%
Jumlah Dokumen Hasil
Analisa dan Pengembangan Pajak Analis Pajak Daerah serta
5.02.04.2.01.02. Daerah, serta Penyusunan Pengembangan Pajak 5 Dokumen 5 Dokumen
Kebijakan Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan
Pajak Daerah
Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan
5.02.04.2.01.03. Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarluasan 1 Laporan 1 Laporan
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan
5.02.04.2.01.04. Penyelolaan Paiak Daerah Prasarana Pengelolaan 1 Unit 1 Unit
9 J Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
. Pendataan dan
5.02.04.2.01.05. Pe_ndataan dan Pendaftaran Objek Pendaftaran Objek Pajak 1 Laporan 1 Laporan 5
Pajak Daerah . .
Daerah, Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemelinaraan, dan E:nmge?m?:én dan 1 Laporan 1 Laporan
e Pelaporan Basis Data Pajak Daerah . P P
Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Jumlah Objek Pajak yang 9000 Obyek .
5.02.04.2.01.07. serta Bea Perolehan Hak atas Tanah | Disesuaikan NJOP nya Pajak 9000 Obyek Pajak 3750 416
dan Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.08. Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Doku_men 12 Dokumen 1 Dokumen 5 41,6
Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan 10000
5.02.04.2.01.09. Daerah Konsultasi Pajak Daerah Layanan 10000 Layanan 4166 418
Jumlah Data Pelaporan
Penelitian dan Verifikasi Data Pajak Daerah yang Telah
5.02.04.2.01.10. Pelaporan Pajak Daerah Dilakukan Penelitian dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil 300
5.02.04.2.01.11. Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan 300 Dokumen
. Dokumen
Pajak Daerah
. . Jumlah Dokumen Hasil
5.02.04.2.01.12. Penyelesaian Keberatan Pajak Penyelesaian Keberatan 400 400 Dokumen
Daerah . Dokumen
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
5.02.04.2.01.13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pemeriksaan serta 70 Dokumen 70 Dokumen

Pengawasan Pajak Daerah

Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah
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Pembinaan dan Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan

5.02.04.2.01.14. Pengelolaan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan 1 Laporan 1 Laporan
Retribusi Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi Perkembangan
5.02.04.2.01.15. Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi 1 Laporan 1 Laporan

Pemerintah Daerah
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Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diuraikan beberapa hal diantaranya :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan, antara lain:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
adalah :
1. Program kegiatan tidak dilaksanakan.
2. Tidak dianggarkannya Program kegiatan tersebut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) 2024 maupun dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran 2024.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dari 1
(satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja
(Perjankin) tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel
2.2 berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang

SPM/Standar Target Renstra BAPENDA Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Indikator Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Persentase PAD
Terhadap Pendapatan - - 21,4 21,6 21,8 22 n/a
Daerah
Persentase peningkatan
Pendapatan Asli Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
(PAD)
Nilai Sakip BB BB BB BB BB




I1.3

11.4

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Setelah dilakukan analisa atas hasil evaluasi dalam pencapaian

sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang maka terdapat
beberapa isu penting penyelenggaraan perumusan isu-isu penting tersebut
memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang
Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian Kkinerja Renstra Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA). Adapun isu penting terkait
penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh
BAPENDA adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan masih

rendah;

2. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Review terhadap rancangan awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD
untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait
prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap
OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal
RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap
rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BAPENDA

adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Singkawang (rancangan renja 2024 mapping)

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Catatan
Program/ - T Program/ Penting
Kegiatan/Sub Lokasi Irllc::]l;?'ggr (;I’a aragit;tn Pagu (IF?d)'kat'f Kegiatan/Sub Loli<as Indikator Kinerja (;I’a aragieatn léi?:‘;t?ga;]
Kegiatan J p P Kegiatan p P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program
Penunjang . . Program Penunjang . -
| Urusan Prec_jlkat Nilai 11.519.122.982 | Urusan Pemerintahan Prec_ilkat Nilai BB 15.600.060.000
- Sakip Sakip
Pemerintahan Daerah
Daerah
Perencanaan, Persentase Persentase
Penganggaran Perencanaan,
dan Evaluasi Dokumen Penganggaran dan Dokumen
L Perencanaan dan 100% 45.000.000 AP Perencanaan dan 100% 29.000.000
Kinerja S Evaluasi Kinerja Lo
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat ana disusun Perangkat Daerah ang disusun
Daerah yang yang
Penyusunan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
1 | Dokumen Perencanaan 3 dokumen 10,000.000 | Peroncanean Parangiet Perencanaan 2 Dokumen 4.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah R g Perangkat Daerah R
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil N Laporan Hasil
Penyusunan Koordinasi Koordinasi dan Koordinasi
2 1 dokumen 5.000.000 | Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 4.000.000
Dokumen RKA- Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan
SKPD Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan RKA- Koordinasi dan Perubahan RKA-
3 Dokumen SKPD dan ) 1 dokumen 5.000.000 Penyusunan Dokumen SKP_D dan L_aporan 1 Dokumen 4.000.000
Laporan Hasil Perubahan RKA- Hasil Koordinasi
Perubahan RKA- .
Koordinasi SKPD Penyusunan
SKPD
Penyusunan Dokumen




Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil

Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil

Koordinasi 1 dokumen 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 4.000.000
Dokumen DPA-
SKPD Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan
Dokumen DPA- Dokumen DPA-
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA- Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
- SKPD dan
Koordinasi dan . N SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Hasil Koordinasi
v Koordinasi 1 dokumen 5.000.000 | Penyusunan Perubahan 1 Dokumen 4.000.000
Perubahan DPA- Penyusunan
Penyusunan DPA-SKPD
SKPD Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan DPA- SKPD
SKPD
éjam;?gnLli?ﬁzarf' 21 Jumlah Laporan
paian Kinerj Capaian Kinerja dan
L dan Ikhtisar : - 3%
Koordinasi dan Realisasi Kineria Ikhtisar Realisasi
Penyusunan SKPD dan ] Koordinasi dan Kinerja SKPD dan
Laporan Lanoran Hasil Penyusunan Laporan Laporan Hasil
Pencapaian poran H 2 dokumen 5.000.000 | Pencapaian Kinerja dan Koordinasi 2 Laporan 4.000.000
L Koordinasi : S
Kinerja dan Penvusunan Ikhtisar Realisasi Penyusunan
Ikhtisar Realisasi La )c;ran Capaian Kinerja SKPD Laporan Capaian
Kinerja SKPD Apor p Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja dan U
: . Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3 dokumen 10.000.000 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3 Laporan 5.000.000
Administrasi Persentase . - Persentase
Keuangan Dokumen Administrasi Dokumen
9 100% 9.319.122.982 | Keuangan Perangkat 100% 10.455.953.000
Perangkat Keuangan yang Keuangan yang
- Daerah -
Daerah disusun disusun

18




Penyediaan Gaji

Jumlah Orang
yang Menerima

Penyediaan Gaji dan

Jumlah Orang yang

: 0 . »
8 dan Tunjangan Gaji dan 100% 8.198.569.382 | Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 40 Orang/bulan 10.134.953.000
ASN - Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
Penvediaan Jumlah Dokumen Penvediaan Jumlah Dokumen
Adn{inistrasi Hasil Penyediaan Adn)wlinistrasi Hasil Penyediaan
9 Pelaksanaan Administrasi 100% 1.085.553.600 Pelaksanaan Tuaas Administrasi 12 Dokumen 300.000.000
Tugas ASN Pelaksanaan ASN 9 Pelaksanaan Tugas
g Tugas ASN ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan Penatausahaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen
dan dan o Penatausahaan dan Penatausahaan dan
10 Pengujian/Verifik Pengujian/Verifik 100% 10.000.000 Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi 12 Dokumen 5.000.000
asi Keuangan asi Keuangan Keuangan SKPD Keuangan SKPD
SKPD SKPD
Koordinasi dan ‘:gg;llinngsoik:;]en Koordinasi dan fggzr;ngsoikggen
11 Pelaksanaan lak 100% 5.000.000 | Pelaksanaan Akuntansi lak 1 Dokumen 3.000.000
Akuntansi SKPD Pelaksanaan SKPD Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Jumizh Laporar_]
- Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan A
. Koordinasi dan Tahun SKPD dan
Penyusunan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Laporan Hasil
12 Laporan ) Koordinasi 1 dokumen 5.000.000 Keuangan Akhir Tahun Koordinasi 1 Laporan 4.000.000
Keuangan Akhir Penyusunan
SKPD Penyusunan
Tahun SKPD Laporan
Keuangan Akhir Lapqran Keuangan
Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Jumlah Dokumen
Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan
13 yiap Pemeriksaan dan 2 dokumen 5.000.000 y1ap Pemeriksaan dan 2 Dokumen 4.000.000

Tanggapan
Pemeriksaan

Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Tanggapan
Pemeriksaan

Tindak Lanjut
Pemeriksaan
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Jumlah Laporan

Keuangan Jumlah Laporan
Bulanan/
- . Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/ Triwulanan/
Penyusunan Semesteran SKPD Koordinasi dan
Semesteran SKPD
Laporan dan Laporan Penyusunan Laporan dan Laporan
14 Keuangan Koordinasi 2 dokumen 5.000.000 | Keuangan pora 2 Laporan 5.000.000
. - Koordinasi
Bulanan/Triwulan Penyusunan Bulanan/Triwulan/Sem
Penyusunan
/Semesteran Laporan esteran SKPD
Laporan Keuangan
SKPD Keuangan .
. Bulanan/Triwulanan
Bulanan/Triwulan
/Semesteran SKPD
an/Semesteran
SKPD
Penyusunan Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Pelaporan dan Pelaporan dan Penyusunan Pelaporan Pelanoran dan
15 Analisis Prognosis Analisis Prognosis | 2 dokumen 5.000.000 | dan Analisis Prognosis po! - 100% 10.455.953.000
O o 7 Analisis Prognosis
Realisasi Realisasi Realisasi Anggaran L
Realisasi Anggaran
Anggaran Anggaran
Administrasi
Barang Milik ggﬁi?l?sr;rasi Administrasi Barang Cakupan
Daerah pada 100 % 35.000.000 | Milik Daerah pada Administrasi Aset 100 % 14.000.000
Perangkat Aset yang Perangkat Daerah yang dilaksanakan
dilaksanakan
Daerah
Penyusunan Jumlah Rencana Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Perencanaan Jumlah Rencana
16 | Kebutuhan Barang Milik 1 dokumen 5.000.000 | Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang 1 dokumen 3.000.000
Barang Milik o Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
Jumlah Dokumen
Pengamanan Jumlah Dokumen
17 Barang Milik gzr:gsm:;ﬁ?k 1 dokumen i/fi??kagggra;h%igg Pengamanan Barang 1 dokumen
Daerah SKPD 0 Milik Daerah SKPD

Daerah SKPD
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan

Hasil Penilaian - o
Koordinasi dan Barang Milik - Hasil Pem_la_uan
Penilaian Barang Daerah dan Hasil Koqrd_lnaa dan - Barang Milik -
18 . L 1 dokumen 5.000.000 | Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil 1 dokumen 5.000.000
Milik Daerah Koordinasi L
L Daerah SKPD Koordinasi
SKPD Penilaian Barang ilai
Milik Daerah Pe_n_l aian Barang
SKPD Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Jum_lah Lap_oran . Jumlah Laporan
Pengawasan dan Hasil Pembinaan, Pembinaan, Hasil Pembinaan
- Pengawasan, dan Pengawasan dan '
Pengendalian - . Pengawasan, dan
19 L Pengendalian 1 dokumen Pengendalian Barang . 1 dokumen
Barang Milik . i Pengendalian
Barang Milik Milik Daerah pada L
Daerah pada Daerah pada SKPD Barang Milik
SKPD SKPD Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Penyusunan Penyusunan Laporan Penyusunan
20 II\_/IaiFIJiirgaeBra;r? nga da Laporan Barang 1 dokumen 5.000.000 Barang Milik Daerah Laporan Barang 1 dokumen 3.000.000
SKPD P Milik Daerah pada pada SKPD Milik Daerah pada
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penatausahaan Penatausahaan Penatausahaan Baran Penatausahaan
21 Barang Milik Barang Milik 1 dokumen 5.000.000 ilik h Y ilik 1 dokumen 3.000.000
Daerah SKPD Daerah pada Milik Daerah SKPD Barang Mili
SKPD Daerah pada SKPD
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Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Baran Hasil Pemanfaatan
22 Barang Milik Pemanfaatan 1 dokumen 5.000.000 f 9 o 1 dokumen
. Milik Daerah SKPD Barang Milik
Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
. . Cakupan
an:nal\s/\t;?;] Administrasi Administrasi 23|;:ﬁ?sqrasi
Peg kepegawaian 100% 100.000.000 | Kepegawaian : 100% 363.000.000
Perangkat K h kepegawaian yang
Daerah yang Perangkat Daera dilaksanakan
dilaksanakan
. Jumlah Unit ;
gzgzgﬁ}:ﬁn Peningkatan Peningkatan Sarana ‘Illg:ilr?hkl;tr;'r: Sarana
23 - Sarana dan 1 dokumen 5.000.000 | dan Prasarana Disiplin 9 1 dokumen
Prasarana Disiplin Prasarana Disiplin Pegawai dan Prasarana
Pegawai . P 9 Disiplin Pegawai
Pegawai
pakaian Dinas Pakian Dinas Pengadaan Pakeian Paktan Dinas
24 . . 65 stel 70.000.000 | Dinas beserta Atribut . 4 Paket 300.000.000
beserta Atribut beserta Atribut Kelenakanannva beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan grapanny Kelengkapan
Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Jumlah Dokumen
Pengolahan Pendataan dan Pengolahan Pendataan dan 12
25 o . Pengolahan 1 dokumen 5.000.000 - . Pengolahan 5.000.000
Administrasi - . Administrasi - . Dokumen
Administrasi Administrasi

Kepegawaian

Kepegawaian

Kepegawaian

Kepegawaian
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R Jumlah Dokumen S Jumlah Dokumen
Koordinasi dan - S Koordinasi dan - S
Pelaksanaan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sistem Hasil Koordinasi 12
26 . . dan Pelaksanaaan 1 dokumen 5.000.000 - dan Pelaksanaaan 5.000.000
Sistem Informasi - - Informasi - - Dokumen
Kepegawaian Sistem Informasi Kepeqawaian Sistem Informasi
Peg Kepegawaian Peg Kepegawaian
Monitorin Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Evaluasi dga’n Monitoring, Monitoring, Evaluasi Monitoring, 12
27 L - Evaluasi, dan 1 dokumen 5.000.000 | dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan 50.000.000
Penilaian Kinerja . . - L . Dokumen
< Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja
Pegawai - ]
Pegawai Pegawai
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
28 Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi 10 oran Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang 10 oran 3.000.000
berdasarkan yang Mengikuti Y 10.000.000 | berdasarkan Tugas dan Mengikuti Y
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
Administrasi Cakupan Cakupan
Umum Administrasi 100% 620.000.000 Administrasi Umum Administrasi 100% 1.953.000.000
Perangkat Umum yang Perangkat Daerah Umum yang
Daerah dilaksanakan dilaksanakan
Jumlah Paket
Penyediaan Kompopen ) Jumlah Paket
Komponen Instalasi Penyediaan Komponen .
0g | Instalasai Listrik/Peneranga. | 0, 30,000,000 | Mstalasai Eg;?lrl)((/)ggzelgsrfa?nm 1 Paket 30.000.000
Listrik/Peneranga n Bangunan 0 RS Listrik/Penerangan g RS
Bangunan Kantor
n Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor anq Disediakan
Kantor Disediakan yang
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Jumlah Paket

Jumlah Paket

Penyediaan Peralatan dan Penvediaan Peralatan Peralatan dan
30 Peralatan dan Perlengkapan 100% 20.000.000 Y Perlengkapan 3 Paket 35.000.000
dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah . Peralatan Rumah
31 | Peralatan Rumah Tangga yang 100% 20.000.000 | Penyediaan Peralatan Tangga yang 4 Paket 30.000.000
. 2% Rumah Tangga A
Tangga Disediakan Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Bahan Logistik 5.000.000 | Penyediaan Bahan Jum]ah Paket Bahan 20.000.000
32 . 100 % - Logistik Kantor 1 Paket
Logistik Kantor Kantor yang Logistik Kantor ang Disediakan
Disediakan yang
. Jumlah Paket . Jumlah Paket
Penyediaan Penyediaan Barang
33 | Barang Cetakan Barang Cetaken 100% 10.000.000 | Cetakan dan Barang Cetake dan 1 Paket 60.000.000
dan Penggandaan an Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan
. Bahan Bacaan dan
bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan Peraturan
34 Peraturan Perundang- 100% 5.000.000 | bacaan dan Peraturan Perundana- 1 Dokumen 8.000.000
perundang- Undangan yang perundang-undangan Y
. Undangan yang
undangan Disediakan S
Disediakan
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan

35 FaS|I_|taS| Fasilitasi 100 % 10.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 20.000.000
Kunjungan Tamu - Tamu
Kunjungan Tamu Tamu
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan | | |
Rapat Koordinasi Penye enggaraan Penye lenggaraan Rapat Penye enggaraan
36 . Rapat Koordinasi 100% 500.000..000 | Koordinasi dan Rapat Koordinasi 12 Laporan 1.000.000.000
dan Konsultasi d Itasi Itasi d Itasi
SKPD an Konsultasi Konsultasi SKPD an Konsultasi
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen
Pen_atau_sahaa_n Penatausahaan 10.000.000 | Penatausahaan Arsip Jumiah Dokumen .
37 Arsip Dinamis P . 100 % . - Penatausahaan Arsip 1 Dokumen
Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD : :
pada SKPD Dinamis pada SKPD
pada SKPD
Dukundan Jumlah Dokumen
9 Dukungan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Sistem P?Iaksanaan D_ukungan Pel_aksanaan Dukungan )
- Sistem 10.000.000 | Sistem Pemerintah Pelaksanaan Sistem
38 Pemerintah intah 100 % berbasis Elektronik intah 1 Dokumen
berbasis Pemerl_nta an erbasis Elektroni Pemerl_nta an _
. Berbasis pada SKPD Berbasis Elektronik
Elektronik pada :
SKPD Elektronik pada pada SKPD
SKPD
Pengadaan
Barang Milik Cakupan Cakupan
Daerah Penggadaan I;/?iTi?(adDzz;?a?]arang Penggadaan
Penunjang Barang Milik 100% 680.000.000 - Barang Milik 100% 2.152.917.000
Penunjang Urusan
Urusan Daerah yang Pemerintah Daerah Daerah yang
Pemerintah disediakan disediakan
Daerah
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Pengadaan
Kendaraan

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan Dinas

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinasa atau

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan Dinas

39 Perorangan Dinas 1 unit 300.000.000 . 1 unit 475.917.000
atau Kendaraan Kendaraan Dinas atau Kendaraan
atau Kendaraan - :
: Dinas Jabatan Jabatan Dinas Jabatan yang
Dinas Jabatan S Lo
yang Disediakan Disediakan
Penaadaan Jumlah Unit Jumlah Unit
kengaraan dinas Kendaraan Dinas Pengadaan kendaraan Kendaraan Dinas
40 operasional atau Operasional atau 3 unit 70.000.000 | dinas operasional atau Operasional atau 2 unit 832.000.000
Iap anaan Lapangan yang lapangan Lapangan yang
pang Disediakan Disediakan
Jumlah Paket
41 | Pengadaan Mebel Mebel yang 100% 30.000.000 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 40 unit 45.000.000
A yang Disediakan
Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin .
42 Peralatan dan - . 100% 20.000.000 S - 25 unit 400.000.000
L Mesin Lainnya dan Mesin lainnya Lainnya yang
Mesin lainnya oo A
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Unit Aset Jumlah Unit Aset
43 | Pengadaan Aset Tak Berwujud 100 % 20.000.000 | Pengadaan Aset tak Tak Berwujud yang
tak berwujud Lo berwujud -
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Unit .
girgi%ida?antor Gedung Kantor Pengadaan Gedung f(u:r]\:z? ;:Jt Gedung
44 y atau Bangunan 100% 80.000.000 | Kantor atau Bangunan . 1 unit 200.000.000
atau Bangunan - lai Bangunan Lainnya
lainnya Lqmnya yang ainnya yang Disediakan
Disediakan
Pengadaan Sarana Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana Sarana dan Pras%rana Gedun dan Prasarana
45 Gedung Kantor Prasarana Gedung 100% 80.000.000 g Gedung Kantor atau 10 unit 200.000.000
Kantor atau Bangunan -
atau Bangunan Kantor atau Lainnva Bangunan Lainnya
Lainnya Bangunan 4 yang Disediakan
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Lainnya yang

Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Sarana Sarana dan Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana Prasarana Pengadaan Sarana dan dan Prasarana
Pendukung Pendukung o Prasarana Pendukung Pendukung Gedung .
46 Gedung Kantor Gedung Kantor 100% 80.000.000 Gedung Kantor atau Kantor atau 1 unit
atau Bangunan atau Bangunan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Lainnya Lainnya yang yang Disediakan
Disediakan
Penyediaan Jasa C:::'#ZT] Cakupan
Penunjang Erusar{ g Penyediaan Jasa penunjang urusan 850.000.000
Urusan . 400.000.000 | Penunjang Urusan pemerintahan 100% B
- pemerintahan ’
Pemerintahan Pemerintahan Daerah daerah yang
daerah yang S
Daerah s disediakan
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah _Laporan Penyediaan Jasa Surat Jumlah _Laporan
47 Penyediaan Jasa 100 % 20.000.000 Penyediaan Jasa 12 Laporan 50.000.000
Surat Menyurat Menyurat
Surat Menyurat Surat Menyurat
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
4g | Komunikasi, Komunikasi, = 100 % 300.000.000 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, = 12 Laporan 350.000.000
Sumber Daya Sumber Daya Air Dava Air dan Listrik Sumber Daya Air
Air dan Listrik dan Listrik yang Y dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
49 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 100 % 80.000.000 | Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 Laporan 450.000.000
Kantor yang Kantor yang
Kantor I Kantor o
Disediakan Disediakan
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Pemeliharaan

Cakupan

Cakupan

Barang Milik pemeliharaan . pemeliharaan
Daerah BMD penunjang II?/IemliIIIDhaaerf:r? Barang BMD penunjang
Penunjang urusan 100% 320.000.000 - urusan 100% 482.190.000
Urusan pemerintahan Penunj_ang Urusan pemerintahan
- Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah yang daerah yang
Daerah diadakan diadakan
Penyediaan jasa
pemeliharaan, éi?yf;nKaenn%iLﬁn Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan
Biaya atau Keg daraan pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
50 | Pemelinaraan, Dinas Jabatan 100% 20,000,000 | Pemeliharaan, Pajak atau Kendaraan 1 Unit 38.750.000
Pajak Kendaraan yang Dipelihara Kendaraan perorangan Dinas Jabatan yang
perorangan dinas dan dibavarkan dinas atau kendaraan Dipelihara dan
atau kendaraan Pajaknyay dinas jabatan dibayarkan Pajaknya
dinas_jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, ‘gjir:;z%K:Pai?ﬁ;T Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Biaya atau La F;n an Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, yang Dipp elighara Pemeliharaan, Pajak, atau Lapangan yang
51 Pajak, dan dan dibavarkan 100% 60.000.000 | dan Perizinan Dipelihara dan 14 Unit 113.440.000
Perizinan Paiak da)rq Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak
Kendaraan Dinas PeJrizinannya Operasional atau dan Perizinannya
Operasional atau lapangan
lapangan
52 | Pemeliharaan Jumlah Mebel 100 % 60.000.000 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang
Mebel yang Dipelihara Dipelihara
. Jumlah Peralatan
Pemeliharaan . . Jumlah Peralatan
53 Peralatan dan dar} Mesin 100% 60.000.000 Pemellhe_lraaq Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 150.000.000
L Lainnya yang dan Mesin lainnya o
Mesin lainnya Dipelihara yang Dipelihara
Jumlah Sarana Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Reh dan Prasarana Prasarana Gedung
abilitasi Gedun Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabilit Kantor atau
54 Y atau Bangunan 100% 60.000.000 | asi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 100.000.000

kantor dan
Bangunan lainnya

Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi

Bangunan lainnya

yang
Dipelihara/Direhabil
itasi
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Jumlah Sarana
dan Prasarana Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Reh . - Prasarana
e Pendukung Pemeliharaan/Rehabilit
abilitasi Sarana d - d Pendukung Gedung
dan Prasarana Ge UE? g Kantor 100% ;SI Sarana az Kantor atau 1 Uni
55 Gedung Kantor atau Bangunan 00% 60.000.000 | Prasarana Gedung Bangunan Lainnya Unit 80.000.000
Lainnya yang Kantor atau Bangunan
atau Bangunan A g - yang
- Dipelihara/Direha Lainnya T . .
Lainnya L Dipelihara/Direhabil
bilitasi Dipe
itasi
Program Perser_ltase Persentase PAD
Pengelolaan Penerimaan . Program Pengelolaan terhadap
v Pendapatan Asli 100% 1.556.676.315 21,6% 2.688.535.240
Pendapatan Pendapatan Daerah Pendapatan
Daerah( PAD)
Daerah Daerah
terhadap target
Persentase
. Persentase
Pengelolaan Peningkatan Pengelolaan Capaian
i 0,
Pendapatan Pajak Da_erah 1.556.676.315 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli 100% 2.688.535.240
Daerah dan Retribusi
Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Rencana Perencanaan Rencana
96 Pengelolaan Pajak Pengelolaan Pajak 1 dokumen 103.376.315 | Pengelolaan Pajak Pengelolaan Pajak 1 dokumen
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Analisa dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penaembandan Hasil Analis Pajak Analisa dan Hasil Analis Pajak
Pa'agk Daera% Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah serta
97 J ' Pengembangan 2 dokumen 80.000.000 | Daerah, serta Pengembangan 1 dokumen 426.784.240
serta Penyusunan - " .
Kebijakan Pajak Paja_lf Daerah_dan Pepyusunan Kebijakan Paja_I§ Daerah_dan
Kebijakan Pajak Pajak Daerah Kebijakan Pajak
Daerah
Daerah Daerah
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Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelaksanaan
Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan
% Kebijakan Pajak Penyebarluasan 1 dokumen 150.000.000 Kebijakan Pajak Penyebarluasan 1 Laporan 28.546.560
Daerah Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak
Daerah Daerah
Penyediaan Jumlah Sarana . Jumlah Sarana dan
Sarana dan dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Prasarana
99 Prasarana . 100% 150.000.000 | Prasarana Pengelolaan . 1 Unit 202.486.720
. Pengelolaan Pajak - Pengelolaan Pajak
Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah Daerah
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pendataan Jum_lah Laporan
dan Pendaftaran Hasil Pendataan_ dan
Pendataan dan Obiek Paiak Pendataan dan Pendaftaran Objek
100 | Pendaftaran Objek ! jax. 1 dokumen 60.000.000 | Pendaftaran Objek Pajak Daerah, 1 Laporan 50.000.000
- Daerah, Subjek . - h
Pajak Daerah - . Pajak Daerah Subjek Pajak dan
Pajak dan Wajib Wajib Pajak Daerah
Pajak Daerah J !
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Eg;geol:ﬁg?:én dan Hasil Pengolahan, Ilzznmgeol:ﬁg?:én dan Hasil Pengolahan,
101 - Pemeliharaan, dan | 1 dokumen 130.000.000 - Pemeliharaan, dan 1 Laporan 223.700.000
Pelaporan Basis | - Pelaporan Basis Data | -
Data Pajak Daerah Pe aporan Basis Pajak Daerah Pe aporan Basis
Data Pajak Daerah Data Pajak Daerah
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Penilaian Pajak
Bumi dan Penilaian Pajak Bumi
Bangunan dan Bangunan
Perdesaan dan Jumlah Objek Jumlah Objek Pajak
Perkotaan Pajak yang Perdesaan dan yang Disesuaikan 6400 Obyek
102 : - 1 dokumen 100.000.000 | Perkotaan (PBBP2) - 100.000.000
(PBBP2) serta Disesuaikan NJOP nya Pajak
serta Bea Perolehan
Bea Perolehan NJOP nya
Hak atas Tanah Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
dan Bangunan
(BPHTB)
- Jumlah Dokumen . . Jumlah Dokumen
Penetapan Wajib - Penetapan Wajib Pajak - 80.000
103 Pajak Daerah Ketetapan Pajak 1 dokumen 150.000.000 Daerah Ketetapan Pajak Dokumen 290.000.000
Daerah Daerah
Pelayanan dan Jumlah Layanan Pelayanan dan Jumlah Layanan dan 20.000
104 | Konsultasi Pajak dan Konsultasi 1 dokumen 150.000.000 | Konsultasi Pajak Konsultasi Pajak La .anan 350.000.000
Daerah Pajak Daerah Daerah Daerah 4
Jumlah Data Jumlah Data
Penelitian dan Pelaporan Pajak Penelitian dan Pelaporan Pajak
Verifikasi Data Daerah yang Verifikasi Data Daerah yang Telah
105 Pelaporan Pajak Telah Dilakukan 1 dokumen 200.000.000 Pelaporan Pajak Dilakukan 10000 dokumen 513.975.000
Daerah Penelitian dan Daerah Penelitian dan
Verifikasi Verifikasi
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Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
106 Penagihan Pajak Hasil Pelaksapaan 1 dokumen 100.000.000 Penagihan Pajak Hasil If’elaksapaan 12 dokumen 241.678.930
Daerah Penagihan Pajak Daerah Penagihan Pajak
Daerah Daerah
_ Jum_lah Dokumen ) Jumlah Dokumen
Penyelesaian Hasil Penyelesaian Hasil Penvelesaian
107 | Keberatan Pajak Penyelesaian 1 dokumen 30.000.000 | Keberatan Pajak ye'e 12 dokumen 62.256.160
. Keberatan Pajak
Daerah Keberatan Pajak Daerah
Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pengendalian, Hasil Pemeriksaan Pengendalian, - -
10g | Pemeriksaan dan serta 1 dokumen 100,000,000 | hemeriksaan dan tort Fengention 12 dokumen 126.642.930
Pengawasan Pajak Pengendalian dan R Pengawasan Pajak 9 R
- dan Pengawasan
Daerah Pengawasan Pajak Daerah -
Pajak Daerah
Daerah
Pembinaan dan Jum_lah Lap_oran Pembinaan dan Jum_lah Lap_o ran
Penoawasan Hasil Pembinaan Pengawasan Hasil Pembinaan
109 g dan Pengawasan 1 dokumen 50.300.000 9 I dan Pengawasan 12 Laporan 52.464.700
Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Retribusi Pengelolaan
Retribusi Daerah Retribusi Daerah Daerah Retribusi Daerah
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Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Elektronifikasi Perkembangan e P
Transaksi Elektronifikasi Elektronifikasi Perkembangan
110 - - Transaksi Pemerintah Elektronifikasi 1 Laporan 20.000.000
Pemerintah Transaksi -
Daerah Pemerintah Daerah Transaksi
Pemerintah Daerah
Daerah
TOTAL PAGU 27.024.514.816 18.288.595.240
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

ITII.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk  mendukung  keberhasilan ~ pembangunan  daerah
diberlakukanlah otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 9
Tahun 2015 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah
satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah,
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen
fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan
kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahirlah UU No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas
daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan
dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah,
maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui
kebijakan dan strategi yang dikembangkan. Oleh sebab itu, kebijakan yang
digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota
Singkawang dalam kurun waktu tahun 2024 sampai tahun 2026 adalah
sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. Mengoptimalkan  pelaksanaan kewenangan pemerintah  yang
dilimpahkan oleh Wali kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah
untuk menangani sebagian otonomi daerah, yang meliputi aspek
koordinasi,  pembinaan,  pengawasan, fasilitasi,  penetapan,
penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah
Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Wali Kota Singkawang,
maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota
Singkawang adalah :
“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN

KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH”



2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan
Daerah Kota Singkawang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang
dimaksud diatas yaitu :

“MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”

II1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang merencanakan beberapa
program kegiatan baik yang telah ditentukan, dalam Renja Badan
Pendapatan Daerah Kota Singkawang maupun kegiatan- Kkegiatan
spesifikasi sebagai perwujudan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Kota Singkawang. Adapun Program Prioritas untuk pemenuhan kinerja
utama Perangkat Daerah adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan
Daerah dan Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator
sasaran.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam tahun 2024
terdapat 2 Program 9 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan yang meliputi sebagai
berikut :

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah.

b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

e) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah

f) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

g) Penetapan Wajib Pajak Daerah

h) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

i) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

J) Penagihan Pajak Daerah

k) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

I) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

m) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

n) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
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B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD
b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
d. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

C.
d.

Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.

@ "o ooo

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
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h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
I. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

o o0 o
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat
Daerah (PD) berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja
pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun
kebijakan baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam
APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber
daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program
pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024
diharap benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan
evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses
pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang
maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap
berikutnya.

Adapun Rekapitulasi daftar program dan kegiatan tahun 2024 Badan

Pendapatan Daerah Kota Singkawang terangkum dalam tabel dibawabh ini.
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Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025
Kota Singkawang
Urusan/Bidang Urusan . L Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
. Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan I?aerah dan Proaram / Kediatan / Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Catatan
g 9
Program / Kegiatan / Sub SubKegiatan capaian Dana/ Pagu capaian Dana/ Pagu capaian Dana/ Pagu
Kegiatan (setelah pemutahiran) kinerja Indikatif kinerja Indikatif kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG
5.02.01 URUSAN PEMERINTAHAN Predikat Nilai Sakip BB 15.600.060.000 BB 17.475.566.000 BB 19.223.122.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen
5.02.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan dan Evaluasi 100% 29.000.000 100% 31.900.000 100% 35.090.000
Daerah Kinerja yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 2
5.02.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 4.000.000 2 Dokumen 4.400.000 4.840.000
Perangkat Daerah Dokumen
Daerah
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil 1
5.02.01.2.01.02 Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 4.400.000 Dokumen 4.840.000
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RK_A_SKPP da.n 1
5.02.01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 4.400.000 Dokumen 4.840.000
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil 1
5.02.01.2.01.04 Dokumen DPA-SKPD Koorsinasi Penyusuinan 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 4.400.000 Dokumen 4.840.000
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP.A'SKPP da.n 1
5.02.01.2.01.05 Laporan Hasil Koorsinasi 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 4.400.000 4.840.000
Perubahan DPA-SKPD dokumen
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi

5.02.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 Laporan 4.000.000 2 Laporan 4.400.000 2 Laporan 4.840.000
L Penyusunan Laporan
Realisasi Kinerja SKPD - -
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah qulah Laporan Evaluasi 3 Laporan 5.000.000 3 Laporan 5.500.000 3 Laporan 6.050.000
Kinerja Perangkat Daerah
50201202 | Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase Dokumen 100% | 10455.953.000 | 100% | 11.501.548.300 | 100% | 12.651.703.130
Daerah Keuangan yang disusun
Jumlah Orang yang 40 50 50
5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Orang/bula | 10.134.953.000 11.148.448.300 | Orang/bul | 12.263.293.130
. Orang/bulan
Tunjangan ASN n an
. - . Jumlah Dokumen Hasil
5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi 12 300.000.000 12 330.000.000 12 363.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Dokumen Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan ;:r?;ltzzsgr?::?;:n 12 12 12
5.02.01.2.02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan - e 5.000.000 5.500.000 6.050.000
Pengujian/Verifikasi Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1
5.02.01.2.02.04 . Koordinasi dan Pelaksanaan | 1 Dokumen 3.000.000 1 Dokumen 3.300.000 3.630.000
Akuntansi SKPD . Dokumen
Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi
5.02.01.2.02.05 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan 1 Laporan 4.000.000 1 Laporan 4.400.000 1 Laporan 4.840.000
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen Bahan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2
5.02.01.2.02.06 . - . 2 Dokumen 4.000.000 2 Dokumen 4.400.000 4.840.000
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dokumen

Pemeriksaan
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semester
an SKPD dan Laporan

5.02.01.2.02.07 Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 5.000.000 2 Laporan 5.500.000 2 Laporan 6.050.000
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triuwulan/
Semesteran
50201203 | Administrasi Barang Milik Daerah | Cakupan Administrasi 100% 14.000.000 100% 15.400.000 100% 16.940.000
pada Perangkat Daerah Aset yang dilaksanakan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan | Jumlah Rencana Kebutuhan 2
5.02.01.2.03.01 Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 3.000.000 2 Dokumen 3.300.000 dokumen 3.630.000
Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Penilaian Baran Penilaian Barang Milik
5.02.01.2.03.03 I 9 Daerah dan Hasil 1 Laporan 5.000.000 1 Laporan 5.500.000 1 Laporan 6.050.000
Milik Daerah SKPD S S
Koordinasi Penilaian
Braang Milik Dearah SKPD
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Rekonsiliasi dan
5.02.01.2.03.05 Laporan Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan 1 Laporan 3.000.000 1 Laporan 3.300.000 1 Laporan 3.630.000
SKPD Barang Milik Daerah pada
SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan
5.02.01.2.03.06 SKPDg Penatausahaan Barang 1 Laporan 3.000.000 1 Laporan 3.300.000 1 Laporan 3.630.000
Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Cakupan Administrasi
5.02.01.2.05 Peg kepegawaian yang 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.230.000
Perangkat Daerah -
dilaksanakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas
5.02.01.2.05.02 9 . beserta Atribut 4 Paket 300.000.000 4 Paket 330.000.000 4 Paket 363.000.000
Atribut Kelengkapannya
Kelengkapan
Jumlah Dokumen Pendataan
5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan dan Pengolahan 12 5.000.000 12 5.500.000 12 6.050.000
Administrasi Kepegawaian s . . Dokumen Dokumen Dokumen
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Koordinasi dan 12 12 12
5.02.01.2.05.04 Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Dokumen 5.000.000 Dokumen 5.500.000 Dokumen 6.050.000

Informasi Kepegawaian
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Jumlah Dokumen

5.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian |y ) vioring Evaluasi, dan 12 50.000.000 12 55.000.000 12 60.500.000
Kinerja Pegawai o A . Dokumen Dokumen Dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 10 10 10
5.02.01.2.05.09 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Orang 3.000.000 Orang 3.300.000 Orang 3.630.000
Pendidikan dan Pelatihan
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Cakupan Adminitrasi 100% 1.253.000.000 100% 1.693.800.000 | 100% | 1.863.180.000
Daerah Umum yang dilaksanakan
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan 1 1 1
5.02.01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Paket 30.000.000 Paket 33.000.000 Paket 36.300.000
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 3 3 3
5.02.01.2.06.02 Y Perlengkapan Kantor yang 35.000.000 300.000.000 330.000.000
Perlengkapan A Paket Paket Paket
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan 4 4 4
5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga yang 30.000.000 33.000.000 36.300.000
- Paket Paket Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1Paket 20.000.000 1Paket 22.000.000 1Paket 24.200.000
Disediakan
. Jumlah Paket Barang
5.02.01.2.06.05 | Fenyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan L 60.000.000 L 120.000.000 1Paket | 132.000.000
Penggandaan L Paket Paket
yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan 1 1 1
5.02.01.2.06.06 Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dokumen 8.000.000 Dokumen 8.800.000 Dokumen 9.680.000
Disediakan
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 20.000.000 12 22.000.000 12 24.200.000
Kunjungan Tamu Laporan Laporan Laporan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat 12 12 12
5.02.01.2.06.09 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Laporan 1.000.000.000 Laporan 1.100.000.000 Laporan 1.210.000.000

SKPD
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Jumlah Dokumen

5.02.01.2.06.10 | Fenatausahaan Arsip Dinamis pada Penatausahaan Arsip ! 50.000.000 ! 55.000.000 ! 60.500.000
SKPD - . Dokumen Dokumen Dokumen
Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Cakupan Penggadaan
5.02.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah 100% 2.152.917.000 100% 2.368.208.700 100% 2.605.029.570
Daerah yang disediakan
Jumlah Unit Kendaraan
5.0201207.01 | | engadaan Kendaraan perorangan Perorangan Dinas atau 1 Unit 475.917.000 1 Unit 523.508.700 1 unit 575.859.570
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan 2 4
5.02.01.2.07.02 gaca Dinas Operasional atau . 832.000.000 . 915.200.000 5 unit 1.006.720.000
Operasional atau Lapangan L Unit Unit
Lapangan yang Disediakan
5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 40 45.000.000 40 49.500.000 40 54.450.000
Disediakan Unit Unit Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan
5.02.01.2.07.06 9 Lainnva Mesin Lainnya yang 25Unit 400.000.000 25Unit 440.000.000 30Unit 484.000.000
Y Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor
5.02.01.2.07.09 | Fengadaan Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya L 200.000.000 L 220.000.000 L 242.000.000
Bangunan Lainnya Lo Unit Unit Unit
yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor 10 10 10
5.02.01.2.07.10 Gedung Kantor atau Bangunan 9" . 200.000.000 - 220.000.000 . 242.000.000
] atau Bangunan Lainnya Unit Unit Unit
Lainnya Lo
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjan Cakupan penunjang
5.02.01.2.08 Y - Jang urusan pemerintahan 100% 850.000.000 100% 935.000.000 100% 1.028.500.000
Urusan Pemerintahan Daerah L
daerah yang disediakan
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 55.000.000 12 60.500.000
Jasa Surat Menyurat Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber 12
5.02.01.2.08.02 Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang 12 Laporan 350.000.000 12 Laporan 385.000.000 Laporan 423.500.000
Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan
5020120804 | ©enyediaan Jasa Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum 12 450.000.000 12 495.000.000 12 544.500.000
Kantor Laporan Laporan Laporan

Kantor yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik

Cakupan pemeliharaan
BMD penunjang urusan

5.02.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan . 100% 482.190.000 100% 530.409.000 100% 583.449.900
. pemerintahan daerah
Pemerintahan Daerah L
yang disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Ken_daraan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5.02.01.2.09.01 - Kendaraan Dinas Jabatan 1Unit 38.750.000 1Unit 42.625.000 1Unit 46.887.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan L
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau Lapangan 14 14 14
5.02.01.2.09.02 : ' . yang Dipelihara dan . 113.440.000 - 124.784.000 . 137.262.400
Kendaraan Dinas Operasional atau - ) Unit Unit Unit
dibayarkan Pajak dan
Lapangan .
Perizinannya
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Pe_:ralatan dan Mesin Juml_ah Peralatan _dan _Mesm 109 150.000.000 1OQ 165.000.000 10(_) 181.500.000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara Unit Unit Unit
. A Jumlah Gedung Kantor dan
5020120009 | ©emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang L 100.000.000 L 110.000.000 L 121.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya oS . S Unit Unit Unit
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor 1 1 1
5.02.01.2.09.10 dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya Unit 80.000.000 Unit 88.000.000 Unit 96.800.000
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase PAD terhadap o o o
5.02.04 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah 21,6% 2.688.535.240 21,8% 4.006.500.000 22% 4.341.150.000
50204201 | '<egiatan Pengelolaan pendapatan Persentase Capaian 100% 2.688.535.240 100% 4.006.500.000 | 100% | 4.341.150.000
Daerah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Analisa dan Pengembangan Pajak Analis Pajak Daerah serta 1
5.02.04.2.01.02 | Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pajak 1 Dokumen 426.784.240 1 Dokumen 150.000.000 165.000.000
. . . Dokumen
Pajak Daerah. Daerah dan Kebijakan Pajak
Daerah
Jumlah Laporan
5020420103 | Fenyuluhan dan Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan |, | 0 28.546.560 1 Laporan 60.000.000 | 1Laporan | 66.000.000

Kebijakan Pajak Daerah

dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
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Penyediaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan

5.02.04.2.01.04 . Prasarana Pengelolaan 1 Unit 202.486.720 2 Unit 500.000.000 2 Unit 550.000.000
Pengelolaan Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendataan dan Pendaftaran
5.02.04.2.01.05 . : Objek Pajak Daerah, Subjek | 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 200.000.000 1 Laporan 220.000.000
Pajak Daerah - - .
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pengolahan, Pemeliharaan,
5.02.04.2.01.06 Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Pelaporan Basis Data 1 Laporan 223.700.000 2 Laporan 150.000.000 2 Laporan 165.000.000
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 6400 6400
5.02.04.2,01,07 | Ferdesaan danPerkotaan (PBBP2) | Jumlah Objek Pajak yang Obyek 100000000 | 8400 Obyek | eoh 500,000 Obyek 715.000.000
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Disesuaikan NJOP nya Paiak Pajak Paiak
dan Bangunan (BPHTB) J J
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan | 80.000 290.000.000 80.000 319.000.000 80.000 350.900.000
Pajak Daerah Dokumen Dokumen Dokumen
5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah I__aygnan dan 20.000 350.000.000 20.000 385.000.000 20.000 423.500.000
Daerah Konsultasi Pajak Daerah Layanan Layanan Layanan
Jumlah Data Pelaporan
Penelitian dan Verifikasi Data Pajak Daerah yang Telah 10000 10000 10000
502,04.2.01.10 Pelaporan Pajak Daerah Dilakukan Penelitian dan Dokumen 513.975.000 Dokumen 200.000.000 Dokumen 220.000.000
Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil 12 12 12
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan 241.678.930 450.000.000 495.000.000
. Dokumen Dokumen Dokumen
Pajak Daerah
. . Jumlah Dokumen Hasil
5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Penyelesaian Keberatan 12 62.256.160 12 100.000.000 12 110.000.000
Daerah : Dokumen Dokumen Dokumen
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pemeriksaan serta 12 12 12
5020420113 Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian dan Dokumen 126.642.930 Dokumen 230.000.000 Dokumen 253.000.000
Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 52.464.700 1laporan | 552.500.000 | 1Laporan | 607.750.000

Pengelolaan Retribusi Daerah

Pembinaan dan Pengawasan
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Pengelolaan Retribusi

Daerah
Jumlah Laporan
5.02.042.01.15 | Clektronifikasi Transaksi Pemerintah Perkembangan 1 4| e 20.000.000 1 Laporan 60.000.000 | 1Laporan |  66.000.000
Daerah Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah
JUMLAH 18.288.595.240 21.482.066.000 23.564.272.600
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BAB IV
PENUTUP

Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan
untuk periode tahun 2024. Renja tahun 2024 ini disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang serta berpedoman pada
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026
dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Singkawang tahun 2024.

Renja tahun 2024 akan menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah dalam
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2024. Selain itu, Renja tahun 2024
akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk
periode tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2024 dilakukan setiap
triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan
adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, akan dilakukan tindakan perbaikan/
penyempurnaan.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat
berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana
kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat

mencapai hasil yang optimal.

Singkawang, Juni 2024
adan Pendapatan Daerah

NIP 19680610 198803 1 005



